
BAWASLU 
PROVINS! LAMPUNG 

NOTA KESEPAHAMAN 
ANTARA 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVLNSI LAMPUNG 

DENGAN 

SEKOLAH TINGGI lLMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIY AH 

KALIANDA LAMPUNG SELAT AN 

NOMOR : 093/HM.02.00/K.LA/2022 
NOMOR : 0 I 0/MOU/lll JAU/F /IX/2022 

TENTANG 

PENGAWASAN PARTISIPATIF 
PEMILU DAN PEMILLHAN SERENT AK ANGGOT A DPR, ANGGOTA DPD, 

ANGGOTA DPRD PROVINS!, ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA, PRESIDEN 
DAN WAKIL PRESI.DEN, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPA TI DAN 

WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 
DI PROVINS! LAMPUNG 

Pada hari Kamis Tanggal Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, 

bertempat di Bandar Lampung dibuat dan ditaoda tangani kesepllkatan bersama oleh yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

I. Nama 

Jabatan 

: FATfKHATlJL KHOIRIYAH, S.HI., MH 

: Ketua Badon Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi LampWJg 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Lampung yang 

berkedudukan di Jalan Morotai No 89 Jagabaya Ill, Way Halim, Bandar Lampung. 
selanjutnya disebut PIHAK PERT AMA. 



2. Nama 

Jabatan 
: M U H TA D L I, S.H., M.H. 

: Ketua Sekolah Tinggi llmu Hukum (STll-1) 

Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan 

Dalam ha! ini bertindak untuk dan alas nama Sekolah Tinggi llmu Hukum 

Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan yang berkedudukan di Jalan Kedaton No 

17 Kalianda Kabupaten Lampung Sclutan Provinsi Lampung, selanjulnya disebut 
PIHAK KEDUA. 

PARA PIHAK sccarn bcrsama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 

l. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang berlugas 

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di sclumh wilayah Provinsi Lampung; 

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lnstitusi Sekolah Tinggi llmu Hukum (STIH) 

Muhammadiyah Kalianda Lampung Selatan, yang berfungsi sebagai sarana pendidikan , 

koordinasi. komunikasi. advokasi dan fasilitasi sekolah/kampus dengan kernitraan yakni 

menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintahan; 

3. Bahwa dalan1 rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pernilihan 

Serentak Tahun 2024, maka pengawas Pemilu mernandang perlu melakukan kerjasama 

dengan berbagai pihak untu.k mengoptimalkan kegiatan pengawasan; dan 

4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tabun 2024 

memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif 

MENGINGAT 

I. Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2017 tentang Pernilihan U1mun; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 

I tahun 2015 tentang Penetapan Peran1ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 tentang Pencegahan 
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 

5. Peraturan Badan Pengawas Pernilihan Umum No 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis 
Badan Pengawas Pemilihan Umwn tahun 2020-2024; 



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya 

disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalarn rangka 

pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serenlak Tahllll 2024 secara partisipatif, 
dengan ketentuan sebagai berikut. 

BABI 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal I 

I. Memperkuat peran pengawasan masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 

Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 

Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta 
Walikcta dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lampllllg; 

2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk 

pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggola 

DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur 

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2024 di Provinsi Lampung; dan 

3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif 

dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD 

Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan 

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2024 di Provinsi Lampllllg. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif pada 

Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil 

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di 
Provinsi Lampung. 



BABUI 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAD 

Pasal 3 

I) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERT AMA, adalah: 

a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif 

Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD 

Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wald! Presiden, Gubemur dan 

Wakil Gubcmur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024 di Provinsi Lampung bagi Anggota Sekolah Tingb,j Ilmu Hukum Kalianda 
Lampung Selatan; 

b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipasi aktif Anggota/Pengurus 
Sekolah Tinggi llmu Hukum Kalianda Lampung Selatan dalam pengawasan Pcmilu 

dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi , 

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presidcn, Gubemur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 
di Provinsi Lampung. 

2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA, adalah: 

a) Mendorong partisipasi aktif Anggota Sekolah Tinggi Hmu Hukurn Kalianda Lamptmg 

Selatan dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 
Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 
Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
serta Walikota dan Wakil Walikota Talmn 2024 di Provinsi Lampw1g; 

b) Melaksanakan kegiatan sosialisasi penb,awasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Serentak 

Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 

Presiden dan Wak.il Presiden, Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati 
serta Walikota dan Wakil Walikota Talmn 2024 di Provinsi Lampung. 



DABIV 

PEMDERIAN INFORMASI 

Pasal 4 

I) PIHAK PERTAM A dapal menetima infonnasi yang dibutuhkan dalarn rangka 

pcngawasan dan alas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 

Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota, Prcsiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati den 

Wakil Bupati serta Walikote den Wakil Welikota Tahun 2024 di Provinsi Lampung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif senditi maupw1 alas permintaan tertulis dati PIHAK 

PERT AMA dapat membetikan infonnasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERT AMA: 
a) lnfonnasi terkait dugaan pelanggaraan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 

Serentak Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD 
Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahm1 2024 di Provinsi 
Lampung yang dilakukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan dan/atau penyelen~,ara Pemilu; 

b) Laporan alas hasil investigasi yang betindikasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam 
penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Anggota DPR, Anggota DPD. 

Anggota DPRD Provinsi, Anggote DPRD Kabupeten/Kota. Presiden dan Wekil 
Presiden, Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupeti dan Wnkil Bupati serta Walikota dan 
Wakil Welikota Tahun 2024 di Provinsi Lempung; den 

c) Informesi lainnya yang berkaitan dengan hnsil pengawasan dalum proses 

penyelcnggaraan Pemilu dan Pernilihan Sercntak Anggota DPR, Anggolu DPD, 

Anggota DPRD Provinsi, Anggola DPRD Kabupatcn/Kota, Presidcn dan Wakil 

Prcsidcn, Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupeti dan Wakil Buputi Scrta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Lurnpung scsuai dcngnn ketentuan 
pcraturan pemndang-undangan ym1g berloku. 



BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

I) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasaa partisipatif Pemilu dan 

Pemilihan Serentak Aaggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Aaggota 

DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubemur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tabun 2024 di Provinsi 
Lampung bersifat sukarela, dan/atau; 

2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka 

pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERT AMA. 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 6 

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin 
kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan 
terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing 
kelembagaan. 



BAB VII 

PENYELESAIAN PERSELISlHAN 

Pasal 7 

PARA PrHAK akan me,tjalin hubungan baik satu sama lninnya serta memilih musyawaral1 

wlluk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisiban atau perbedaan pendapat dalam 
melaksaoakan Kesepakatan Bersan1a ini . 

BAB VUI 
JANGKA WAKTU 

Pasal 8 

I ). Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tabun, terhitung sejak 
tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK. 

2). Kesepakatan Bersatna ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka wakn1 

sebagaimana tersebut pada ayat (I) di atas berdasarkan persetujuan PARA PrHAK melalui 

pemberitabuan secara tertulis oleh salab satu pihak kepada pihak lainnnya paling lam bat 3 
(tiga) bulan sebelwnnya. 

3 ). Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas 

berlaku secara efek1ifsetelab persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK: dan 

4 ). Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintab yang tidak 
memungkinnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. 



DABIX 

PENUTUP 

Pasal 9 

I) Kesepakatan Bersama ini <libuat dalarn 2 (dua) rangkap dimana PARA PII-IAK masing-

masing memegang I (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum 
sama; 

2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan 

3) Ketentuan yang belum diatur didalam kerja sama ini akan diatur, ditelapkan kemudian 
clan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini . 

DADAN PENGAWAS PEMIUHAN UMUM 

RO,X~SJ LAMPUNG 
,i I lu 

. c,'t' 
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) 

FAT I~ H, S.l-li.,M.1-1. 

Bandar Lampung, 8 September 2022 

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM 
Ml)HAMMADIY AH KALIANDA 
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